TUGAS AKHIR

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR
DENGAN MENGGUNAKAN e-PURCHASING

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Diploma Il Akuntansi Fakultas Ekonomi
Univeritas Andalas

=N OTTAC ANres

NIVERSITAS ANDA,

{--\S

Oleh:

HAMIDURRAHMAN

, 1700522061
- L Pembimbing:

T -~ .
LAY, JRNSSC o 4
-l W

Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak

PROGRAM STUDI DIPLOMA 111 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

2020



	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.3.1. Tujuan Penulisan
	1.3.2. Manfaat Penulisan

	1.4. Sistematika Penulisan

	BAB II LANDASAN TEORI
	1.
	2.
	2.1. Sistem Informasi Akuntansi
	1.
	2.
	2.1.
	2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
	2.1.2. Siklus Dalam Sistem Informasi Akuntansi

	2.2. Pengadaan Barang dan Jasa
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.2.1. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
	2.2.2. Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa

	2.3. e-Puchasing
	2.3.1. Pengertian e-Purchasing
	2.3.2. Kelebihan e-Purchasing
	2.3.3. Kekurangan e-Purchasing


	BAB III  GAMBARAN UMUM  KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR
	3.
	3.1. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
	3.2. Istilah-istilah Dalam Bea Cukai
	3.3. Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
	3.4. Tugas Pokok dan Fungsi
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	3.4.1. Tugas
	3.4.2. Fungsi

	3.5. Logo Instansi
	3.6. Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
	3.7. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
	3.8. Job Descriptions
	3.8.1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
	3.8.2. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
	3.8.3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
	3.8.4. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan


	BAB IV  PEMBAHASAN
	4.1. Pengadaan Barang dan Jasa Sebelum Menggunakan e-Purchasing
	4.1.1. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Secara Langsung

	4.2. Pengadaan barang dan Jasa Setelah Menggunakan e-Purchasing
	4.2.1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara e-Purchasing yang Dilaksanakan Oleh PP Selaku Pemesan dan PPK Selaku Pembeli
	4.2.2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara e-Purchasing yang Dilaksanakan Oleh PPK Selaku Pemesan dan Pembeli

	4.3. Kemudahan dan Hambatan dalam Menggunakan e-Purchasing

	BAB V  PENUTUP
	5.
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

